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A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi yang terjadi di
Indonesia menjadi penyebab terpuruknya perekonomi Negara. Sehingga
menimbulkan merugikan yang berdampak pada kondisi keuangan negara
dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi secara tersusun dan
meluas, hal ini juga telah menyebabkan hak sosial dan ekonomi masyaraka
tidak teratur. Sehingga untuk memberantasi tindak pidana korupsi harus
menggunakan cara tersendiri dengan cara yang luar biasa

Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi sehingga makin
berkembangnya baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Dengan
demikian, tidaklah mengerankan bila korupsi di Indonesia bukan
merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan sudah merupakan
kejahatan yang sangat luar biasa (extra- ordinary crimes). Ketika korupsi
telah dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes), maka
cara untuk menguranginya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi harus
dilakukan dengan yang luar biasa pula.

Dengan dibentukntya Undang-undang pemberantasan tindak pidana
korupsi serta diberlakukanya badan-badan (komisi) pemberantasan tindak

pidana korupsi, diharapkan dapat memberantas tindak pidana korupsi

! Mochtar Lubis Dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: Lp3es, 1985,
Him 16



dalam hal tindak pidana (deferenceeffect) maupun mengembalikan
kerugian keuangan negara. Dalam hal mengembalian kerugian keuangan
Negara atas terjadinya tindak pidana korupsi harus menggunakan instrumen
hukum perdata, melalui gugatan ganti rugi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian dari korupsi adalah
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu komponen yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”2. Kemudian dalam
keputusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
disebutkan bahwa:

“Korupsi sebagai jenis tindak pidana yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara serta dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembangunan nasional, oleh
karena itu segala macam sesuatu yang sifatnya merugikan keuangan negara
perlu dimusnakan diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya
kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui
penegakan hukum.”

Segala bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara perlu

dimusnakan dengan cara menumbuhkan daya kerja dan daya paksa Oleh

2Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di
Indonesia, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013. him. 17
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karenanya peraturan perundang-undangan harus mengikuti penegakan
hukum. Perbuatan korupsi dapat menghancurkan suatu badan dan nilai-
nilai demokrasi. Dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi
berkurangnya nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan
pembangunan yang akan datang, aset korupsi yang mendapatkan jumblah
yang besar merupakan bagian penting dari sumber daya negara yang akan
menghancurkan stabilitas perekonomian dan pembangunan bangsa. *
Sehingga dalam memberantasan korupsi menekankan kepada tiga
isu, yaitu pencegahan, pemberantasan dan mengembalikan aset hasil
korupsi (asset recovery). Hal ini bertujuan untuk mementingkan korupsi
tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para
koruptor saja, tetapi juga untuk mengembalikan aset penting Negara °.
Untuk menjerat pelaku korupsi unsurnya meliputi “kerugian
keuangan Negara” yang harus dibuktikan, Terkait penetapan kerugian
keuangan negara diatur dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Yang dimaksud dengan
“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang
sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Yang memperkirakan atau

menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan

4 Muladi dan barda nawawi arief, Bunga Sampai Hukum Pidana, Jakarta:PT raja
grafido persada,2005, him 133
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Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan(“BPKP”). ©

Kerugian keuangan Negara sangatlah penting, selain untuk menjerat
pelaku korupsi untuk Memperkirakan dan membuktikan adanya kerugian
asset untuk di kembalikan yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi
tersebut ke kas Negara. Anggaran kerugian keuangan Negara menjadi bukti
bagi jaksa dalam dakwaanya untuk menghitung seberapa besar Kerugian
Keuangan Negara yang di akibat perbuatan terdakwa dalam perkara tindak
pidana korupsi. Besar tidaknya kerugian Negara ditentukan perbuatan
tindak pidana korupai yang dia lakukan, Begitu pula bagi hakim dalam
memutus suatu perkara yang harus dikembalikan oleh terdakwa.

Upaya yang dilakukan untuk pengembalian kerugian keuangan
Negara harus menggunakan instrumen perdata, dalam bentuk perbuatan
melawan hukum PMH (wederrechtelikheid) perbuatan tindak pidana
korupsi dan karena sesuatu hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal
34, maka menggunakan instrumen hukum perdata dalam bentuk gugatan
ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum PMH didalam tindak
pidana korupis mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang

mengarah kepada ranah hukum perdata (onrechtmatigdaad) tercantum

® Penjelasan pasal 32 ayat (1) undang-undang no. 31 tahun 1999 jo undang-
undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.



dalam pasal Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang

pertanggung-jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli

warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Berdasarka bunyi Pasal 32, tuntutan hak tidak bisa dihapus bilamana
terdakwa terbukti merugikan keuangan Negara sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyidik berpendapat bilamana unsur tindak pidana korupsi
tidak mendapatkan cukup bukti, dan secara sah telah terjadi kerugian
keuangan negara maka penyidik menyerahkan bukti tersebut kepada
kejaksaan untuk seterusnya dilakukan gugatan perdata kepada instansi
yang perusahaan yang telah dirugian dan melakukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan
hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.’

Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.®

Berdasarkan bunyi Pasal 34, mengatur perihal terdakwa meninggal
dunia saat proses pemeriksaan sidang pengadilan sebagai berikut: terdakwa
meninggal dunia Dalam proses persidangan dan secara sah telah terjadi
kerugian negara dan pada saat pemeriksaan dipengadilan, maka penuntut

umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara siding tersebut

7 Pasal 32 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 Tahan 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

8 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap
ahli warisnya.’

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa
apabila terdakwa terbukti telah melakukan kerugian keuangan Negara.
Sedangkan dalam Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi dapat
dilakukan dalam keadaan tersangka telah meninggal dunia pada saat proses
penyidikan seperti yang terjadi pada Tergugat Alm. Yusuf Setiawan,
sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sehingga tidak mungkin diproses secara pidana. Mengenai
meninggal dunia saat proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam keadaan
sebagai terdakwa, diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan gugatan perdata menjadi sangat
dianjurkan apabila melalui jalur pidana maka kewenangan menuntut pidana
hapus jika terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, yang
menyatakan bahwa ‘“hak menuntut hilang karena meninggalnya
sitersangka”. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan diatas dan diputuskan
untuk mendapatkan keinginan dalam gambaran serta lebih mendalam
mengenai pengetahuan perihal dasar yuridis gugatan perdata terhadap ahli

waris untuk penggantian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan

® Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata ahli waris tersebut dalam
mengganti kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat tindakan
korupsi yang dilakukan pewaris. Hal tersebut merupakan hal penting karena
dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
termasuk belum jelas untuk bentuk pertanggungjawaban perdata untuk ahli
waris terdakwa tindak pidana korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Tergugat
alm. Yusuf Setiawan yang sudah diperiksa atau disidangkan mengenai
pokok perkaranya yang terdapat pada Surat Dakwaan Nomor: Dak-
06/24/11/2009 tanggal 29 Februari 2009 dan sudah terdaftar di Pengadilan
Negeri Tipikor dengan register perkara Nomor:06/P1D.B/TPK/ 2009/PN.
JKT.PST ialah pokok bagian yang tidak dapat dipisahakan dari perkara
tindak pidana korupsi Drs. Dany Setiawan. M.si, beserta rekan-rekannya
yang dimana memimiliki kekuatan hukum kekal, Menurut keputusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009 yang salah
satu amarnya berbunyi: “Menyatakan Terdakwa 1 Drs. H. DANNY
SETIAWAN, M.Si, Terdakwa Il DrssWAHYU KURNIAMBA dan
Terdakwa 111 Drs.H.IJUDDIN BUDHYANA,M.Si terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama sebagai perbuatan perbarengan.”



Menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditetapkan
pada PN Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal
27 Mei 2009 yang berdasarkan pada Pasal 77 KUHP telah dinyatakan
penuntutan perkara atas nama alm. Saudara alm Yusuf Setiawan telah gugur
serta tidak bisa dilanjutkan Kembali demi hukum, penyebabnya ialah
dikarenakan bersangkutan sudah meninggal Ketika tahap persidangan di
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

Selama masa hidup Alm. Yusuf Setiawan merupakan seorang
Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO hal ini berdasarkan Akte Notaris
HM AFDAL GAZALI, SH No.114 tanggal 25 Mei 1999. Bahwanya
PT.SETIAJAYA MOBILINDO didakwa melakukan tindak pidana korupsi
dalam kasus pengadaan mobil Mobil Tangga, Ambulance, Stoom Walls
Dump Truck serta Backhoe Loader tepatnya pada Tahun 2004 silam.

Pada perkara diatas bahwasannya terjadi Kerugian Negara sejumlah
Rp.44.595.065.247,- hal ini merupakan Hasil dari perhitungan ahli dari
BPKP. Dari kasus ini, kerugian yang dapat disita ialah sejumlah uang Rp.
16.187.271.000,- yang bersumber dari pengembalian Alm serta bersumber
dari pengembalian saksi-saksi yang pernah menerima serta yang di dapatkan
dari alm. Sehingga hal ini menjadikan beban tanggung jawab ahli waris Alm
menjadi Rp.28.407.794.247,- dari hasil perhitungan Rp.44. 595.065.247,-
dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai

Rp.16.187.271.000,-.



Adapun untuk pengembalian keuangan Negara, Tergugat alm.
sudah menyerahkan dua jaminan berupa bidang tanah untuk membayar
kerugian keuangan Negara diantaranya:

a. Tanah seluas 3.625 m2 Dengan SHM Nomor : 713
b. Tanah seluas 600 m2 Dengan SHM Nomor : 06557

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, bahwannya diatur: Apabila terdakwa meninggal dunia pada
tahap pemeriksaan di persidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian
keuangan Negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan
berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara memiliki hak atau
berwenang melakukan gugatan perdata terhadap kerugian Negara yang
diperbuat oleh saudara Alm. Yusuf Setiawan.

Selaku Direktur PT. SETIA JAYA MOBILINDO saudara Alm.
Yusuf Setiawan memperkenalkan diri serta bertemu dengan saudara Danny
Setiawan selaku Sekda Propinsi Jawa Barat, pada saat itu saudara Yusuf
Setiawan menyampaikan keinginannya untuk ikut serta dalam pengadaan

kendaraan bermotor di Pemda Propinsi Jawa Barat.

10 pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
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Secara langsung Saudara Alm. Yusuf Setiawan ataupun secara tidak
langusung ataupun melaui orang lain memberikan beberapa segelintir uang
kepada Para Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, uang tersebut diterima
pejabat untuk memperlancar proses pengadaan barang di pemerintahan
Provinsi Jawa Barat, agar nantinya saudara Alm. Yusuf Setiawan
mendapatkan proyek pengadaan kendaraan di Pemerintah Provinsi Jawa
Barat atau Pemprov Jabar pada tahun Tahun Anggaran 2003 serta pada
tahun anggaran 2004.

PT. Traktor Nusantara adalah salah satu perusahaan yang pernah
dilakukan penawaran atau nogosiasi oleh saudara Alm. Yusuf Setiawan,
Negosiasi tersebut mengenai pembelian yang seolah-olah melakukan
transaksi barang berupa Stoom Walls di PT. Traktor Nusantara pada Tahun
2003 dan juga transaksi Backhoe Loader serta Stoom Walls tepatnya pada
Tahun 2004, Adapun syarat yang di minta PT. Traktor Nusantara ialah
pengadaan barang di Pemerintah Propinsi Jawa Barat secara formil dan
terkait.

Pengadaan serta penentuan barang di Pemprov Jawa Barat dilakukan
penentuan harga nya secara berlebihan atau dilebihkan “Mark Up” oleh
Alm.Yusuf Setiawan secara langsung, sehingga keuntungan yang diambil
dari selisih harga masuk kedalam keuntungan kantong pribadi serta
dibagikan kepada pejabat di Pemprov Jabar.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tergugat Alm. Yusuf

Setiawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka
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berdasarkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat bisa mengajukan
hak tuntutan terhadap Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat 111 dan Tergugat IV
terhadap Ahli Waris dari Alm. Yusuf Setiawan dan secara tanggung-
renteng dan secara nyata harus membayar kerugian kepada Penggugat cq.
Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan
hukum (PMH) dan Berdasarkan Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK,
alm yusuf Setiawan telah melanggar ketentuan Pasal 17 Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa pada dasarnya pengadaan barang
atau jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Tentang Perbuatan melawan
hukum, kerugian secara nyata yang disebabkan oleh tergugat yaitu senilai
Rp.44.595.065.247 atau “empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan
puluh limajuta enam puluh lima ribu dua ratu sempat puluh tujuh rupiah”.

Pengadilan Negeri Depok memutuskan gugatan diatas dengan
menghukum para tergugat, diantaranya : Tergugat I, 11, 111 dan Tergugat IV
yaitu dengan membayar secara tanggung kerugian keuangan Negara sebesar
Rp.28.407.794.247,- atau “dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta
tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah”
serta menyatakan bersedia dan sah serta berharga sita jaminan yang telah
dilaksanakan oleh Jurusita PN Depok tepat nya pada tanggal 18 Juni 2010.

Pada Putusan PN Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK,

Tergugat 1, 11, 111 dan Tergugat 1V beserta Ahli Waris Alm Bersama kuasa
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hukum mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan sudah
dilakukan proses persidangan pada tanggal 8 Juli 2010, pada tahap proses
persidangan banding, Majelis Hakim pada hari senin, tepatnya tanggal 14
Maret 2011 telah menjatuhkan Putusan Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Bdg. dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada tingkat Banding tersebut
diantaranya:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
Tergugat tersebut.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 30 Juni
2010, Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK, yang dimohonkan banding
tersebut.

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Yang dalam
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima uluh ribu
rupiah).

Pada kasus mengenai ganti rugi terhadap ahli waris ini. Terdakwa
tindak pidana korupsi yang meninggal Ketika proses penyidikan ternyata
sudah memenuhi karakteristik yaitu mendapatkan gugatan perdata, karena
didalmnya terdapat unsur kerugian keuangan secara nyata yang di terima
oleh negara serta Adapun upaya pidana tidak dapat Kembali dilakukan
karena meninggalnya Tergugat. Serta ditemukan pula perbuatan yang

dianggap melawan hukum yang telah dilakukan oleh Alm.Yusuf Setiawan
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secara perdata atau bisa juga disebut (onrechtmati gedaad) yang sudah
jelas-jelas menyebabkan kerugian pada keuangan Negara.

Dalam putusan majelis hakim PN pada kasus alm. Yusuf Setiawan
dan berdasarkan putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK. hakim
menggunakan azas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, artinya
azas hukum yang menyatakan peraturan perundang-undangan atau undang-
undang yang bersifat khusus menyampingkan peraturan atau undang-
undang yang umum, majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 34 Undang-
undang Nomor. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001
Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dijadikan landasan dalam
memutus perkara.

Berdasarkan bunyi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, diatur bahwa: Apabila dalam proses pemeriksaan
persidangan terdakwa meninggal dunia dan secara nyata sudah melakukan
kerugian terhadap keuangan Negara sehingga Penuntut Umum segera
memberikan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa
Pengacar Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli
warisnya.!

Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk

melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara Berdasarkan bunyi pasal

1 pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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tersebut yang diakibatkan oleh perbuatan dari Alm. Yusuf Setiawan, atau
diberikan kepada Para ahli Warisnya, sesuai bentuk pertanggungjawaban
perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi dalam kasus ini
masih belum menemukan kejelasan atau kabur dalam pasal tersebut. Atas
pertimbangan inilah penulis berpendapat sangat perlu kiranya untuk
meneliti kasus hukum yang menimpa Alm.Yusuf Setiawan pada Putusan
Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK. menggunakan sudut pandang hukum
yang berkaitan dengan permasalahan ini dengan aspek hukum waris dalam
sistem pewarisan hukum perdata, karena Putusan Mahkamah Agung yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan menjadi salah satu sumber

hukum yaitu Yurisprudensi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Putusan PN Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.
DPK. mengenai tuntutan hukum perdata terhadap penerima waris
atau ahli waris tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan
negara yang meninggal dunia pada saat penyelidikan?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor:
02/PDT.G/2010/PN.DPK

3. Bagaimana bentuk tindakan pertanggungjawaban yang dilakukan
ahli waris terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara untuk
mengganti kerugian berdasarkan hukum waris dalam sistem hukum

perdata?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Analisis Putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK Mengnai
gugatan perdata yang ditujukan kepada ahli waris terdakwa korupsi
yang meninggal dunia pada saat proses penyelidikan untuk
mengganti kerugian keuangan negara.

2. Untuk memahami, pertimbangan hukum hakim terhadap putusan
Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK.

3. Untuk menelaah, membahas serta mempelajari bagaimana bentuk
tindakan pertanggungjawaban secara perdata terhadap ahli waris

terdakwa tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian
Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang
dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi
pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah

yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Secara Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan informasi dibidang
hukum khususnya dalam kasus korupsi terhadap gugatan dalam

hukum perdata, sekaligus dapat memberikan referensi bagi
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kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan
bagi kepustakaan.
2. Secara praktis
a. Memberi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat,
pihak- pihak yang berkepentingan dengan masalah yang
diteliti
b. Sebagai bahan analisis penelitian lebih lanjut bagi kalangan
akademis yang memiliki spesialisasi dalm bidang hukum
terutama mengenai kasus korupsi dalam gugatan perdata
c. Sebagai bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Uin Sunan Gunaung Djati
Bandung
d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi
para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang
penegakkan hukum, khususnya mengenai permasalahan

kasus korupsi dalam gugatan perdata.

E. Kerangka Pemikiran
Penelitian Ini dititik beratkan pada pembahasan isi putusan
pengadilan negeri depok yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht)
dalam hal ini berdasarkan putusan pengadilan negeri depok nomor
02/PDT.G/2010/PN.DPK. Dalam hukum perdata dikenal dua (2) macam

kerugian, yaitu rugi karena Wanprestasi dan yang bersumber dari perbuatan
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melawan hukum, ganti rugi karena wanprestasi adalah akibat dari suatu
perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum
(PMH).12

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi terjadi jika ada pihak-pihak
dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah
dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan
tanggung-jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita
kerugian karenanya.

Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan

hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365
KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum
dengan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata kemudian dipertegas kembali
dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab
tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan

hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak

2 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1979, him. 11.
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berbuat. Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal
1366 KUHPerdata mengatur tentang “tidak berbuat”. 13
Sejak Tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan

Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum V. Cohen
dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai
berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan®#:

a. Hak Subjektif orang lain

b. Kewajiban hukum pelaku

c. Kaedah kesusilaan

d. Kepatutan dalam masyarakat

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan
Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur
yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketetnuan Pasal
1365 KUHPerdata.*®

Terhadap kerugian keuangan negara ini Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menetapkan
kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau
diganti oleh pelaku korupsi atau ahli warisnya. ketentuan tentang
pertanggung-jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli

warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-

13 Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surabaya :
Rhedbook Publisher,2008, him. 306.

14 Setiawan, Kriteria Perbuatan Melawan Hukum , Varia Peradilan No. 16 Tahun
I (Januari 1987), him.176

15 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan kontemporer, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2005, him.10.
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarka bunyi Pasal 32, tuntutan hak tidak bisa dihapus bilamana
terdakwa terbukti merugikan keuangan Negara sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih
unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan
kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak
menghapuskan hak untuk menuntut keruguan terhadap keuangan
negara.

Berdasarkan bunyi Pasal 33, Gugatan perdata untuk tindak pidana
korupsi dapat diajukan dalam keadaan tersangka meninggal dunia pada saat
proses penyidikan sebagai berikut: Dalam hal tersangka meninggal dunia
pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian
keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasik
penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada
instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli
warisnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 34, mengatur terkait terdakwa meninggal

dunia saat proses pemeriksaan sidang pengadilan sebagai berikut: Dalam
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hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang
pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara
maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara
siding tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada
instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli
warisnya.

Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan
instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil

maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

. Langkah-Langkah Penelitian
Langkah-langkah metode penelitian yang digunakan dalam rangka
menyusun skripis ini antara lain:
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian
adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan
yang utama, dan ditunjang dengan pendekatan hukum perdata.
Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, maka metode
penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang- undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan
permasalahan gugatan korupsi dalam hukum perdata berdasarkan
Undang- Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Korupsi, Undang- Undang no 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
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Negara, Undan-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas,
Kuhperdata dan HIR, serta ditunjang dengan pendekatan secara
hukum perdata yang mengungkap factor-faktor yang terjadi atas
timbulnya kerugian Negara.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini
adalah menggunakan metode yuridis normatif. Menurut soejono
soekanto pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum
yang dilakukan denga cara meneliti bahan pustakan atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literature- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.1®

Penulisan ini mengkaji menganalisis putusan hakim dalam
gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi
yang meninggal dunia untuk mengganti kerugian keuangan negara
yang menjadi sengkata terhadap ahli waris berdasarkan ketentuan
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, sehingga tidak mungkin diproses secara pidana.

16 Soejono Soekanto, Sri Samuji, penelitian hukum normative (suatu tujuan
hukum singkat) rajawali press, 2001, him 13-14
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serta ditunjang dengan pendekatan melalui secara hukum perdata
yang mengungkap factor-faktor yang terjadi atas timbulnya
kerugian Negara. Terkait dengan pendapat ahli hukum tentang
tindak pidana korupsi.
3. Sumber Data dan Jenis Data
a. Sumber data
1) Sumber data primer

Data primer merupakan baha hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas Bahan-bahan hukum
primer yang akan digunakan adalah putusan Pengadilan
Negeri Depok serta peraturan undang-undang.

Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan Negeri Depok yang
berhubugan dengan objek penelitian yang meliputi:

a) Undang-undang republic Indonesia tahun 1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Korupsi
d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas
e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara.
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2) Sumber data sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini mencakup Bahan
pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer,
dimana mengacu pada buku atau karya ilmiah yang
berkaitan dengan teori-teori-teori hukum perdata, teori-teori
tentang ganti rugi, dasar gugatan dalam ganti rugi
pengertian kerugian keuangan Negara.Sehingga dapat
membantu untuk menganalisia dan memahami bahan-
bahan hukum primer dan objek penelitian.

b.Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan
sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun
prilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian
yang menekankan pada kualitas atau mutu suatu penelitian yang
mengacu pada teori konsep, definisi, karakteristik maupun
symbol-simbol yang dilakukan berdasarkan pengamatan
seseorang yang menghasilkan data deskriptif.

G. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri Depok
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b. Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

c. Perpustakaan Hukum Padjajaran

Tempat lain yang berhubunagn dengan tempat ini

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan (pengadilan

negeri depok) untuk mengumpulakn data dengan cara

a.

1)

Studi kepustakaan (Library Reseach)

Studi kepustakaan (Library Reseach) yaitu pengumpulan data
dengan cara melakukan penelahaan dan megutip dari bahan-bahan
pustaka buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan bahasan yang di teliti.

Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui:
Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan
cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang
dieliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan
atau deskripsi menganai kenyataan serta mengetahui prilaku tersebut.’
Studi lapangan ini dilakukan dengan penunjukan (pelengkap )dalam
penelitian, observasi atau pengamatan dilakukan dengan pengamatan

langsung dilokasi penelitian.

17 Spari iman Asyari, metode penelitian sosial suatu petunjuk, usaha nasional,

Surabaya 1981, him 82.
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2) Wawancara
Wawancara adalah suatu komunikasi verbal semacam percakapan
yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.’® Data yang sudah
dikumpulkan kemudian secaa umum dianalisis melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Menguji semua data yang terkumpul dari berbagai

sumber baik sumber primer maupun sekunder.

b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan
sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah
dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang sudah
dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan
kaidah-kaidah ~ sehingga  diperbolehkan  susatu
kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi

masalah

18 Nasution, metode reseach, bumi aksara, Jakarta 1996 him 113
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